SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim

Mengingat

3 [

Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banjarnegara berkewajiban Menyusun

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2026;

. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2026 tentang Rapat
Pleno Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Tahun 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846},

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahunn 2022
tentang Perubahan atas Undang-undangn Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863});

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5897);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susuan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Xomisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan  Sekretariat ‘Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/0RT.07-

Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2026.

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan
ini,

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertujuan:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Birokrasi di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2026;

2. Melibatkan semua unsur untuk berkewajiban dalam
melaksanakan Rencana Aksi secara koordinatif dan

bertanggungjawab;



KETIGA

. Menciptakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang
profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja
tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang

teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara;

. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem

manajemen sumber daya manusia yang profesional di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banjarnegara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 24 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Ratna\Wulandari Agustiningsih



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMIS] PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANJARNEGARA TAHUN 2026

TAHUN 2026
AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 6 7 8 |9 [10 |11 |12 |KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17
1. | Manajemen |1l. Perencanaan . Pembentukan 1. Keputusan
Perubahan Reformasi Tim Reformasi tentang Tim
Birokrasi Birokrasi yang Reformasi J
ditetapkan Birokrasi KPU
dengan Kabupaten
keputusan Banjarnegara
. Penyusunan 2. Rencana Aksi
rencana aksi Tahunan
Reformasi Reformasi J
Birokrasi pada Birokrasi KPU
KPU Kabupaten Kabupaten
Banjarnegara Banjarnegara
2. Pelaksanaan . Sosialisasi 1. Tersedianya
Manajemen Reformasi media
Perubahan Birokrasi sosialisasi RB
melalui berbagai di lingkungan |V [ ¥ [ ¥ | N |~V [V [V |||V ||V

media

kerja yang
bisa diakses
stakeholder




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO | prRUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN 2 4 |5 |6 7( 8 [9 [10 11 [12 |KET
1 2 3 4 5 7 9 |10 111 (12|13 |14 |15 |16 (17
internal dan
eksternal
. Sosialisasi nilai- | 1. Menurunnya
nilai untuk jumlah
menegakan pelanggaran N
integritas kode etik
penyelenggara penyelenggara
Pemilu dan ASN Pemilu
2. Menurunnya
angka N
pelanggaran
disiplin ASN
. Penyelenggaraa | 1. Persentase
n integritas di penandatanga
lingkungan nan Pakta
kerja integritas
baik Anggota
dan ASN
2. Persentase
pelaporan
LHKPN/LHKA
SN/SPT
Tahunan
. Irftef-na_hs-am 1. Ters?dlaya N IV VA SR IOV VIR VIR VA IOV I
nilai nilai dasar| media




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10 |11 |12 |[KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10|11 |12 |13 |14 )15 |16 |17
budaya kerja | sosialisasi nilai
positif di wunit| nilai dasar
kerja budaya kerja
positif di
lingkungan
kerja
. Monitoring 1. Melakukan . Tersedianya
dan evaluasi monitoring dokumen
pelaksanaan pelaksanaan monitoring dan
progam rencana  aksi| evaluasi
penguatan tata RB di KPU| rencana  aksi y J
laksana KPU Kabupaten RB
Banjarnegara
2. Melakukan . Terisinya
evaluasi lembar kerja
pelaksanaan evaluasi unit J
RB melalui LKE
Unit secara
mandiri
2. | Penataan . Harmonisasi 1. Melakukan . Telah
Peraturan peraturan identifikasi, dilakukan
Perundang- perundang- analisis, dan | identifikasi, N2 VI VI VN ERVEN VN SRV IV IR BRI IOV B
Undangan undangan/pro pemetaan analisis, dan
duk hukum terhadap pemetaan
satuan kerja seluruh produk| terhadap




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN
NO PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN 1 2 4 5 6 7 ( 8 )9 10 [ 11 {12 |KET
1 2 3 4 ) 6 7 9 (10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17
hukum seluruh
(keputusan, produk hukum
berita acara, (keputusan,
perjanjian berita  acara,
kerjasama) di| perjanjian
lingkungan kerjasama) di
satuan kerja | lingltungan
yang tidak | satuan  kerja
harmonis/sinkr yang tidak
on harmonis/sink
ron

. Melakukan . Revisi atas
revisi terhadap| produk
produk hukum | hukum
(keputusan, (keputusan,
berita acara, berita  acara,
perjanjian perjanjian
kerjasama) di| kerjasama) di
lingkungan lingkungan
satuan kerja| satuan kerja | ¥ +
yang tidak | yang tidak
harmonis/sinkr harmonis/sink
on ron




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO | pERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN [1 |2 |3 |4 |5 [6 |7 |8 ]9 [10]11 [12 |KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 12|13 |14 |15 |16 |17
2. Pengelolaan . Pengelolaan 1. Updatenya
JDIH JDIH JDIH satuan | ¥ [~ [N |V [N | V|||V ||| A
kerja
3. | Penataan 1. Reorganisasi . Klasterisasi 1. Terisinya
Organisasi/ Sekretariat jabatan sesuai v
Kelembagaa Klaster
n . Jumlah 2. Terpenuhinya
Pegawai ASN kebutuhan N
jumlah
pegawai ASN
Pembuatan 3. Struktur
Struktur Organisasi N
Organisasi
4. | Penataan 1.Peningkatan tata | 1. Penyusunan . SOP sudah N
Tata laksana | laksana proses SOP dilegalkan
bisnis serta SOP Evaluasi SOP | 2. Terdapat
dilingkungan di lingkungan evaluasi
KPU Kabupaten KPU Kabupaten terhadap
Banjarnegara Banjarnegara efisiensi dan \f
efektivitas
S0P secara
berkala
2.Perluasan . Pengiriman 1. Operator
penerapan e- operator untuk mengikuti V
government vang mengilkuti Pendidikan




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN])
NO PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 6 7 8 g [10 {11 |12 |[KET
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10|11 |12 |13 114 |15 )16 |17
terintegrasi pelatihan dan Pelatihan
dalam (Diklat)
penyelenggaraan (2. Pengisian . 100% (seratus
pemerintahan berbagai persen)
dan aplikasi aplikasi terisi VN[ N[N A NN A AN
pembangunan dengan baik
KPU
3.Implementasi . Pembentukan . Tersedianya
Undang- Undang Pejabat struktur PPID
Keterbukaan Pengelola di tingkat J
Informasi Publik Informasi dan satuan kerja
KPU Dokumentasi
(PPID)
. Pengelolaan . Pemenuhan
PPID permintaan
terhadap N N[N A ANV AN AN
informasi dan
dokumentasi
. Penyusunan . Tersedianya
dan laporan N
penyampaian pelaksanaan
laporan PPID PPID
4.Tata Kelocla dan | 1. Tata Kelola | 1. Jumlah
Implementasi SPBE di KPU aplikasi VNN A A AN AN
Sistem Kabupaten terintegrasi di




NO

AREA
PERUBAHAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

b

[

4 5 6 7 8 9

10

11

12

2

3

4

5

9 |10 |11 12|13 ] 14

15

16

17

KET

Pemerintahan
berbasis
elektronik
(SPBE)

Banjarnegara

KPU
Kabupaten
Banjarnegara

2. Jumlah
aplikasi
berbagi pakai
yang
dimanfaatkan

. Pemanfaatan
SPBE

aplikasi
administrasi

kesekretariatan

1. Terisinya data
aplikasi
penganggaran

2. Terisinya data
aplikasi
keuangan

3. Persentase
pengadaan
melalui
aplikasi
pengadaan

. Pemanfaatan
SPBE

aplikasi
pelayanan
publik

1. Aplikasi
Dokumentasi
Informasi
Hukum {JDIH)
KPU
Kabupaten




NO

AREA
PERUBAHAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

—

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

KET

Banjarnegara

yang
diperbaharui

5.Penerapan
sistem kearsipan
yang handal

. Penerapan

sistem arsip

. Arsip statis
dan dinamis
tertata dengan
baik

. Kerjasama

dengan Badan
Arsip dan
Perpustakaan
Daerah

2. Terjalin

kerjasama
dengan Badan
Arsip dan
Perpustakaan
Daerah

Penguatan
Sistem
Manajemen
SDM ASN

1.Pembangunan
system merit

. Penerapan

pengukuran
kinerja individu

. Seluruh
pegawai
memiliki
sasaran Kkerja
pegawai

. Seluruh

pegawai
memahami
keberhasilan
dari tugas dan
jabatan
RENCANA AKSI




NO

AREA
PERUBAHAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

INDIKATOR
KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)

b2

w

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

KET

2.

REFORMASI

BIROKRASI
DI
LINGKUNGAN
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
BANJARNEG
ARA
RENCANA
AKSI
REFORMASI
BIROKRASI

4. DI

LINGKUNGAN
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
BANJARNEGA
RA

. (Target output
Jmutu/waktu
/biaya)




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO | pErRUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN [ 1 | 2 415 6 |7 8 ]9 |10]11 |12 |KET
1 2 3 4 5 6 7 9 |10 |11 (12 |13 |14 | 15|16 |17
1. Pengukuran
periodik
sasarankinerj v v v
a individu
. Penerapan 1. Jumlah
disiplin dan laporan
Kode etik pelanggaran
penyelenggara tahun ini dan
pemilu pelanggaran R NN A VA A YA
yang sudah
diberikan
sanksi/huku
marn
. Pengembangan | 1. Jumlah
pegawai pegawal yang
berbasis mengikuti v v
kompetensi pengembanga
n kompetensi
. Pengisian 1.Data
sistem kepegawaian
informasi yang mutakhir
kepegawaian di lingkungan | ¥ | ¥ N N[N AN AN
KPU Kabupaten
Banjamegara




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN
NO PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN 1 3 4 5 6 7( 8 )9 10 |11 {12 |KET
1 2 3 4 ) 6 8 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17
6. Penguatan . Penguatan 1. Penetapan 1. Adanya
Akuntabilita | Sistem Kinerja dokumen
s Kinerja Akuntabilitas penetapan ¥
Kinerja Instansi kinerja hingga
Pemerintah level eselon 1V
2. Pengukuran 1. Presentase
Capaian capaian
Kinerja kinerja  KPU V V A ¥
Kabupaten
Banjarnegara
3. Evaluasi 1. Adanya
Capaian rencana
Kinerja = KPU tindak lanjut N N N J
Kabupaten atas evaluasi
Banjarnegara capaian
kinerja
2. Reviu  Lakip
KPU J
Kabupaten
Banjarnegara
4. Pelaporan 1. Pelaporan
Kinerja kinerja (LkjIP)
KPU dan |

Sekretariat
KPU




Kabupaten
Banjarnegara

AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN}
NO | prRUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN |1 | 2 4 |5 |6 7( 8 |9 |10 [11 [12 |KET
I 2 3 4 5 6 7 9 |10 |11 (1213 |14 |15 |16 |17
Kabupaten
Banjarnegara
2. Pengelolaan 1. Pemutakhiran 1. Terisinya
Akuntabilitas data kinerja di aplikasi E- N
Kinerja aplikasi E- Lapkin
Lapkin
. Pelatihan SDM | 1. Persentase
pengelola jumlah
akuntabilitas pegawai
kinerja pengelola N
akuntabilitas
kinerja yang
memperoleh
pelatihan
2. Pengelola PBJ N
bersertifikat
7. | Penguatan |[1. Pembangunan . Penyusunan 1. Adanya
Pengawasan Zona Integritas Rencana Aksi Rencana kerja
Zona Integritas Zona,
di Lingkungan Integritas
KPU ¥ v




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO | prrUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN [ 1 [ 2 4156 7( 8 |9 |10 |11 |12 |KET
1 2 3 4 5 ] 7 9 (10|11 12113 (14|15 |16 |17
2. Pelaksanaan 1. Dokumentasi
Rencana Aksi kegiatan yang
Zona Integritas terlaksana
dalam v v v v
rencana aksi
Zona
Integritas
3. Evaluasi 1. Dokumentasi
Pelaksanaan kegiatan
Zona Integritas evaluasi N J
pelaksanaan
Zona
Integritas
4. Pengisian 1. Terisinya LKE
Lembar Kerja ZI
Evaluasi Zona A\
Integritas (LKE
ZI)
. Pelaksanaan 1. Pembangunan 1.Adanya alat
pengendalian Komitmen dan sosialisasi di
gratifikasi KPU | Diseminasi atas| lingkungan NN NN AN AN
Kabupaten Peraturan KPU Kabupaten
Banjarnegara Gratifikasi Banjarnegara
2.Adanya N

sosialisasi




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO | prrUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN | 1 345 |6 7( 8 |9 [10 11 |12 |KET
1 2 3 4 5 6 8 9 (10|11 12 (13 |14 |15 |16 | 17
gratifikasi di
lingkungan
KPU Kabupaten
Banjarnegara
. Public Campaign | 1. Adanya alat
Anti Gratifikasi sosialisasi anti
gratifikasi J NI ERVIR VI IRVR ROVEN ROV (RN VI ROV BN
kepada
stakeholder
eksternal
. Evaluasi 1. Laporan
pelaksanaan pelaksanaan
sistem pengendalian v
pengendalian gratifikasi
gratifikasi
. Peningkatan . Pelaporan 1. Pelaporan
SFIP di pelaksanaan SPIP tepat |
lingkungan KPU SPIP waktu ) VN[ AN A NN
Kabupaten
Banjarnegara
. Peningkatan . Penyampaian 1. 100% seluruh
Integritas LHKPN wajib lapor
Individu LHKPN di|
lingkungan

KPU




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 4] 7 8 9 |10 {11 |12 |KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 (11112 |13 |14 |15]|16 |17
Kabupaten
Banjarnegara
2. Penyampaian . 100% seluruh
LHKASN wajib lapor
LHKASN/SPT
Tahunan  di N
lingkungan
KPU
Kabupaten
Banjarnegara
5. Peningkatan 1. Pelaporan . Laporan
akuntabilitas pengadaan pengadaan N
pengadaan barang/jasa barang/jasa
barang/jasa
6. Penanganan 1. Melakukan 1. Tersedianya NIV [V VN[N A
pengaduan sosialisasi unit pengelola
masyarakat mengenai pengaduan
pembentukan masyarakat
dan
implementasi
pengaduan
masyarakat yang
dilakukan oleh
pegawai KPU

Kabupaten




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO | pERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEBERHASILAN [ 1 |2 |3 |4 [5 [6 |7 |8 [9 [10 11 [12 |KET
1 2 3 4 5 6 7 &8 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17
Banjarnegara
. Menyelenggaraka | 1. Tersedianya VIV V[TV AN AN
n sistem email dan
pengaduan kotak
masyarakat pengaduan
masyarakat
. Melakukan 1. Tersedianya
monitoring dan laporan
evaluasi atas pengelolaan ¥ V
pengaduan pengaduan
masyarakat masyarakat
8. | Peningkatan |1. Penerapan . Penyusunan 1. Tersedianya
Kualitas pelayanan kebijakan standar N VI IV IRV (VRN RV IRV VI IRV VI IRV BV
Pelayanan dalam satu | standar pelayanan
Publik tempat pelayanan
. Menyusun 1. Maklumat
maklumat pelayanan
pelayanan permohonan |y | |y |y | V[V [N [V |V V]
informasi informasi
sesuai
maklumat
. Pelayanan 1. Pelayanan
dipusatkan terpadu yang
dalam satu dipusatkan VIV Y Y Y A
tempat dalam satu




AREA INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN)
NO | pERUBAHAN KRG R BN R KEBERHASILAN [ 1 [ 2 [3 [4 |5 |6 |7 |8 |9 [10 [11 [12 |KET
I 2 3 4 S 6 7 8 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17
tempat
. Penerapan . Pendidikan bagi | 1. Tersedianya
partisipasi para pemilih dan
publik dalam terselenggaran dlalalabladlal4i9I4]1414
upaya ya layanan
meningkatkan Rumah Pintar
kualitas Pemilu
pelayanan . Melaksanakan 1. Terwujudnya
kegiatan yang kegiatan
melibatkan melibatkan VIV Y Yy Yy Y Yy
stakeholder stakeholder
. Kegiatan . Pengelolaan 1. Dibentuknya
penguatan pengaduan helpdesk FRRVE e ISR IR R I SR R
pengelolaan masyarakat pengaduan
pengaduan masyarakat
masyarakat 2. Terlaksananya
yang efektif dan evaluasi J d
terintegrasi pengaduan

secara nasional

yang masuk

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Ratni éulandari Agustiningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Ttd.




